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PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MADURAN
DESA KLAGENSRAMPAT

Alamat : Desa Klagensrampat Kecamaian Maduran Kabupeton Lamongan

PERATURAN DESA KLAGENSRAMPAT KECAMATAN MADURAN
KABUPATEN LAMONGAN ‘
NOMOR 02 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KLAGENSRAMPAT

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabucaisn
' Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Beianja
Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 23 Tahun 2002
tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Be'anja
Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Oesa, maka dipandang psu
menetapkan  Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dese
Klagensrampat Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturzr. Desa.

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintzhan Daeran
: (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20C4 Nomor 125, Tambahar:
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimans ‘eiah
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Takun 2008 (Lemaarzn
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangarn
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembeantukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2511
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran
Negara Republiik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaian
Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lerizaran
Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedsman
Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;
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8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Ncmor 38 Tahun 2000 tentang

Anggaran Pendapatan dan Beianjza Desa {Lemberan Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

9. Peraluran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 testang
Alokasi Dana Desa {Lembaran Daerah Kabuoaten Lamongan Tahun 2006
Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dergan Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Norror 1 Tahun 2007 (Lembarar, Daerah Kabuzsten
Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);

10. Peraturen Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 lestang
Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nemor 14 Tahun 2006 tertang
Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Larongan
Tahun 2006 Nomor 11/E);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nemor 17 Tahun 2006 tentang
Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembarar Naersh Kakupaten
Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E); -

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor “8 Tahur 2006 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perargkat Dess (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nemor 15/E)-

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2014 tertang
Anggaran Pendapatan dar Belanja Daerah Kabupaten LLamongan Tahun
Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 201°
Nomor 16);

15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 Tahun 2002 ‘eptang Pedaman
Penyusunan Anggaran Pendapatan der Belanja Diesa (Lembaran Sasreh
Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);

16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 56 Tahun 2011 tentang Penjanaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kahupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten .amongan Tahur 2011
Nomor 58);

17. Peraturan Desa Kiagensrampat Nomor. 05 Tahun 201 tentang Rancangan
“embangunan Jangka Menengah Desa

Berita Acara BPD tentang Persetujuan Peraturan Desa tertang  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :
PERATURAN ~ DESA  KLAGENSRAMPAT  TENTANG  ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KLAGENSRAMPAT TARUN ANGGARAN
2014.

Pasal 1
Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Klagensrampat “ahun

Anggaran 2014 sejumiah Rp. 582.050.000.- {Lima ratus delapan puluh tiga juta
lima puluh ribu rupiah)



Pasal 2

Jumlah Argyaran Pendapatan dan Belanja Dese sebagaimana tersebut daiam
Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Rn. 583.050.000,-
h. Belanja
1) Lengsung Rp. 78.600.600,-
2) Tidak Langsung Rp. 506.450.C00,-
c. Pembiayaan
1) Penerimaan RO e, .
2) Pengeluaran 5 ¢ TR
Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-keq atar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan mar.pakan
bagian yang tidak ternisahkan.

Pasal 4
Penjabaran mengenai leknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebit fanjut
dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal b

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tenggal ditetapkan

D. iefapkan di K!ager!s:an‘pat

BAMBRG HADI PRAYITNO, SE



B |

Lampiran i : eraturan Leasa Klagensrampat
Nomor : 02 Tahun 2014
Tanggal : 12 Pebruari 2014
Perihal : APBDesa

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
DESA KLAGENSRAMPAT KECAMATAN MADURAN
TAHUN ANGGARAN 2014

TAHUN TAHUN
KODE REKENING URAIAN - SEBELUMNYA | BERJALAN KET.
: (Rp.) (Rp.)
1 2 i 3 4 5
1 PENDAPATAN
1.1|Pendapatan Asli Desa ’ 35.200.000 33.450.000
1.1.1 Hasil Usaha Desa 12.000.000 9.450.000
1.1.1.14 HIPAMM B 6.500.000 5.000.000
1.1.1.2 HIPPA (Areal) 5.000.000 4.000.000
1.11.3 Lelang Lamioro 0 0
1.1.1.4 Hand Tractor Desa 500.000 450.000
1.1.2 Hasll Pengelolaan Kekayaan Desa 15.500.000 15.500.000
1.1.2.1 Tanah Kas Desa 15.500.000 15.500.000
1.1.2.1.1 Hasil Sewa Tanah Kas Desa 2.750.000 2.750.000
1.1.21.2 Hasil Tanah Bengkok 12.750.000 12.750.000
1.1.2.1.3 Tambatan Perahu/Tambangan 4.500.000 4.500.000
1.1.3 Hasil Swadaya dan Partisipasi . 7.200.000 8.000.000
1.1.3.1 proyek ADD dan Bansun 5.000.000 5.000.000 w
1.1.3.2 Swadaya /KK dan proyek Propinsi 2.200.000 3.000.000
i.1.4 Hasil Gotong Royong 0 0
1.1.5 Lain-tain Pendapatan Asli Desa ) 500.000 500.000
1.2|Bagi Hasil Pajak : 2.400.000 2.400.000
1.2.1 Bagi hasil pajak kabupaten/kota - -
1.2.2 Bagi hasil PBB 2.400.000 2.400.000
1.3|Bagi Hasil Retribusi - -
Bagian Dana Perimbangan Keuangan
1.4 Pusat dan Daerah 47.000.000 47.000.000
1.4.1 Alckasi Dana Desa (ADD) 41.500.000 41.500.000
14.2 Bantuan Dusun (Bansun) 5.500.000 5.500.000
Bantuan Keuangan Pemerintah Fropinsi,
1.5 Kabupaten/Kota, dan desa falnnya 317.950.000 400.200.000
1.51 Bantuan Keuangan Pemerintah pusat 85.750.000 38.000.000
(PNPM Mandiri)
1.5.2 Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi 150.000.000 280.000.000
(Pengerukan kali dan Plengsengan)
. Bantuan Keuangan Pemerintah
1.5.5 Kabupaten/Kota 82.200.000 82.200.000
1.5.2.001 Dana Tambahan Penghasilan Tetap 78.000.000 78.000.000
Kepala Desa dan Perangkat Desa :
1.5.3.003 Tunjangan Penghasilan BPD 4.200.000 4.200.000
1.54 Bantuan Keuangan Desa lainnya : . -
1.6]Hibah 130.000.000 100.000.000
1.6.001 Hibah dari pemerintah 65.000.000 -
1.6.002 Hibah dari psmerintah propinsi - -
1.6.003 Hibah darl pemerintah Kabupaten/Kota 65.000.000 100.000.000
1.6.3.1 Jalan Poros Desa 65.000.000 100.000.000
1.6.3.2 Air Bersih - -
1.6.4 {Hibah darl badan/organisasi/swasta - -
1.6.5 Hibah dari kolompck masyarakay pororangan - -
1.7 Sumbangan Pihak Ketiga 50.000.000 -
1.7.1 ‘ Pilkades 50.000.000 -
JUMLAH PENDAPATAN
(1141.241.3+1 4+1.5¢41.6+1.7) 582.550.000 683.050.000
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1 2 3 4
2 BELANJA
21 Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3) 76.600.000 76.600.000
2.1.1 Belanja PegawaifHonorarium 13.150.000 13.150.000
2.1.1.1 Operasional BPD 2.500.000 2.500.000
2112 Honor Ketua RT 2.000.000 2.000.000
2113 Operasional Pemuda dan Anak 1.000.000 1.000.000
2.1.1.4 Hanor PJAK dan PIOK 1.000.000 1.000.000
2115 Honor penanggung jawab PPD 750.000 750.000
2116 Upah pungut PEB 2.400.000 2.400.000
21.1.7 Untuk Bayar PBB Tanah Kas Desa 800.000 800.000
2.1.1.8 Operasional LPM 2.000.000 2.000.000
2.1.1.9 Bayar Rekening Listrik Balai Desa 700.000 700.000
21.2 Belanja Barang/Jasa 63.450.000 63.450.000
2.1.2.1 Belanja perjalanan dinas 1.650.000 1.650.000
2.1.2.1.1 Belanja perjalanan dinas Kepala Desa 300.000 300.000
2.1.2,1.2 Belanja perjalanan dinas Sekdes 200.000 200.000
2.1.2.1.3 Belanja perjalanan dinas Kasun,Kasi.Kaur 500.000 5C0.000
2.1.2.1.4 Belanja perjalanan dinas Lembaga 500.000 500.000
21215 Belanja perjalanan dinas PKBD ! Sub PKBD 150.000 150.000
2122 Belanja bahan/material 61.800.000 61.800.000
2.1.2.2.1 Pembiayaan ATK 1.500.000 1.500.000
2.1.2.2.2 Peralatan Kantor 1.000.000 1.000.000
21223 Perlengkapan Kantor 2.500.000 2.5C0.000
21224 Biaya rapat rapat 3.500.000 3.500.000
21225 Fembayaran Rekening Listrik 1.200.000 1.200.000
2.1.2.2.6 Pemeliharaan gedung / kantor 2.000.000 2.000.000
21.227 Pemeliharaan Jalan Desa 2.000.000 2.000.000
21228 Pemeliharaan Bendungan dan Tanggui Desa 3.000.000 3.000.000
21229 Pemeliharaan Gedung SDN 1.050.000 1.050.000
21.2.2.10 Pengurukan halaman Balai Desa 1.000.000 1.000.000
21.2.2.12 Rabat Jalan ( ADD ) 32.050.000 32.050.000
2.1.2.2.13 Rabat Jalan ( Bansun ) u/ 2 dusun 11.000.000 11.060.000
2.1.3 Belanja Modal . -
2.1.3.1 Belanja Modal Tanah - -
2.1.32 Belanja Modal Jaringan (listrik/air) - -

Belanja Tidak Langsung

22 ‘2'2.1+2'2'2+2.2'3+2.2‘4+242.5) 505.950.000 506.450.000
221 Belanja Peggwailpenghasllan tatap 136.280.000 136.280.000
22.1.1 Belanja Pegawailpenghasilan tetap Kades 21.100.000 21.100.000
22.1.1.1 Penghasilan tetap Kepala Desa 11.500.000 11.500.000
22.11.2 TPAPD Kepala Desa 9.600.000 9.60C.000
2212 Belanja Pegawaiipenghasilan tetap Sekdes 8.500.000 8.500.000
2.2.1.2.1 Tunjangan kinerja Sekretaris Desa 8.500.000 8.500.000
22122 TPAPD Sekretaris Desa 0 0
22.1.3 Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasun 17.880.000 17.880.000
2.21.3.1 Penghasilan tetap Kepala Dusun 2.280.000 2.280.000
2.2.1.3.2 TPAPD Kepala Dusun (2 Kasun) 15.600.000 15.600.000
2.2.1.4 Belanja Peg/penghasilan tetap Kaur/Kasi §2.400.000 82.400.000
2.2.1.4.1 Penghasilan tetap Kaur/Kasi 20.000.000 20.000.000
22142 TPAPD Kasi / Kaur 62.400.000 62.400.000
2.2.1.5 Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD 6.400.000 6.400.000
2.2.1.5.1 Representatif BPD 2.000.000 2.000.000
22152 Tunjangan BPD 4.400.000 4.400.000
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2.2.2 Belanja Hibah 275.000.000 334.000.000
2221 Jalan Poros Desa 50.000.000 50.000.000
2222 Air Bersih 10.000.000 10.000.000
2223 Renab Gedung SDN Kiagensrampat
2224 Jalan Hotmix 150.000.000 145.000.000
2225 Jalan Paving Srampat 65.000.000 129.000.000
223 Belanja Bantuan Sosial 16.750.000 14.500.000
2.23.1 Kegiatan PHBN/PHBI 750.000 500.000
2233 Lomba Desa
2234 Pemeliharaan Masjid 5.000.000 3.000.000
2235 Kegiatan Posyandu 10.000.000 10.000.000
2236 Kegiatan Bersih Desa / Ritual Desa 1.000.000 1.000.000
2.24 Belanja Bantuan Keuangan 20.760.000 20.420.000
2241 Operasional Pemerintahan Desa 2.400.000 2.060.000
2.2.4.2 Operasional BPD 2.500.000 2.500.000
2243 Operasional LPM dan PKK §.000.000 5.000.000
2.24.4 Operasional Penangung jawab Bandes 260.000 260.C00
2.24.5 Ogperasional PJOK 300.000 300.000
2.2.46 Operasional PJAK 300.000 3C0.000
2247 Operasional RT 2.000.000 2.000.000
2.2.4.8 Operasional Linmas 1.000.000 1.000.000
2249 Operasional Kelompok Tani/ HIPPA 5.000.000 5.000.000
2.2.4.10 Opérasianal Pemuda 2.000.000 2.000.000
225 Belanja tak terduga 57.160.000 1.250.000
2251 Kegiatan Pilgub 3.000.600 - 0
2252 Kegiatan Pileg dan Pilpres 0
2253 Bencana Alam 2.160.000 7£0.000
2254 Keadaan Darurat 2.000.000 5C0.000
2255 Kegiatan Pilkades 50.000.000 0
JUMLAH BIAYA (2.1 +2.2) 582.550.000 583.050.000
3.1|Penerimaan Pembiayaan - -
311 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) i} .
o Tahun sebelumnya
312 Hasil penjualan kekayaan desa yang .
= dipisahkan '
3.1.3 Penerimaan Pinjaman - -
3.2|Pengeluaran Pemblayaan - -
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan - -
322 Penyertaan Modal Desa - -
323 Pembayaran Hutang _ - -
JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2) - -
: Klagensrampat

"\, 12 Pebruari 2014
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PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MADURAN
DESA KLAGENSRAMPAT

Alamat : Desa Klagensrampat Kecamatan Maduran Kabupaten Lamcngu

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KLAGENSRAMPAT KECAMATAN MADUR/N
KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KLAGENSRAMPAT HEL 21 TAN VaDifi -

Menimbang

Mengingat

NOMOR : 188/02/413.310.8.1/2014
TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA KLAGENSRAMPAT ™ 3" ANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KLAGENS? ) \FAT
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KLAGENSRAMPAT

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraxrar Daerzi Kaz o -
Lamongan Nomor 38 Tahun 2060 tentang Anggaren f &~dapata~ dan i
Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamo g 1 aror 23 "atu, -
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan ¢ » Belarja Desa
menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam MNeari Nomor 37 1
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipztx any perin mens
Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Klagens ¢ g at tentany /. .
Pendapatan dan Belanja Desa Klagensrampat Tatus hrguaren 201¢ oo
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa. :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenasg “aerintzhar ..
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun £0C¢ Mainor 126 Tax.
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoi 4437) sabagnimain:
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tatua 2008 {Ler:
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahar Ler, .
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 wntang Perimbangzn ke
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran * ::
Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambakan Lembaray * »-
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentu<an P21 i
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahi-
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Reputlik Indonesia Ncrior 4 .-

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Des¢ (Ler: -
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahen Lel -
Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman ~err : 1
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah {(Leri:
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Memperhatikan

Menetapkan

10.

"

12.

13.

14.

15.

16.

17.

R
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2005 Nomor 185, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4593);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tanun 2000 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabuga'en
Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
Peraturan Daerah Kabupatern Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006
Nomor 4/E) sebagaimana telah diubsh dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2067 Nomor 1/E);
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang
Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
{Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 lentang
Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E); ,
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang
Pembentukan Peraturan Cesa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2006 Nomor 11/E); '
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor  Tahun 2011 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daarah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2012 {Lembaran Daerah Kaobupaten Lamongan Tahun 2011
Nomor / ),
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011
Nomor 16);
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman
Penyusunan Angoaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2012 (Lembaren Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011
Nomor 58);
Peraturan Desa Klagensrampat Nomor 05 Tahun 2C11 lentang
RANCANGAN Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Dasa Klagensrampat membahas
rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapalan dan Belanja Desa
Klagensrampat tahun anggaran 2014.

MEMUTUSKAN .

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KLAGENSRAMPAT TASUN
ANGGARAN 2014.



Fasai 1

Menyetujui Peraturan Desa leniang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
KlagensrampatTahun Anggarar 2014

Fazal 2

Jumlah  Anggaran Pendapatan dan Belenja Desa dengan Uraian dari
Pendapatan  Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan
sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimena terlampir dan merupakan
baglan yang tidak terpisabkan.

Fasal 3

Kepuiusan ini mulal berlaku pada tanggal ditetapiken.

Ditetapkan di Kiagensrampat
Pada tanggal 12 Pebruari 2014

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
}(LAQ_E§}$§§1§Q_‘¥]F;§T‘%,\

o
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PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MADURAN
DESA KLAGENSRAMPAT

Alamat : Desa Kiagensrampat Xecamaran Maduran Kabupaten Lamongan

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(8PD)
DESA KLAGENSRAMPAT KECAMATAN MADURAN
KABUPATEN LAHONGAN

BERITA ACARA PERSETUJUAN PERATURAN DESA KLAGENSRAMPAT TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KLAGENSRAMPAT KEC. MADURAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Nomor : 027 /02 /413.310.8.1/2014

Pada hari ini Rabu,tanggal dua belas. buian Pebruari Tahun Dua Ribu Empat Betas.
bertempat di Balai Desa Klagensrampat Kecamatan Maduran. Menindaklanjuti usulan Kepala
Desa Klagensrampat perihal Peraturan Desa entang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Klagensrampat Tahun Anggaran 2014, Badan Permusyawaratan Desa  Klagensrampat
mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut,

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan meperhatikan usu! dan
saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Klagensrampat menyatakan
menyetujui rancangan Peraturan Desa emang  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Klagensrampat Tahun Anggaran 2014.

ey

N Demikian Berita Acara Peraturan Desa ientang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Klagensrampat Tahun Anggaran 2014 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa
Klagensrampat

b

Hambali, S.Pd.
Ketua

Shidig, S.Pd.1.

Anggota

3. A.H. Siswanto.
Anggota

4. Siti Urifah, S.Pd.]

Anggota

5. Suiopo
Anggoto

to

6. Sudiono
Anggota
7. Marsandi
Anggota




